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Intensi formulasi artikel ialah menganalisis dan 

menemukan efektifitas implementasi pendidikan 

multikultural di madrasah. Qualitative approach 

idengan ijenis penelitian case study merupakan 

preferensi penelitian. In depthiinterview (wawancar

a mendalam), ideep observation (observasi mendala

m) sertaistudi dokumentasi merupakan hierarki 

teknik pengumpulan data.iIndividualicase diaplika

sikan sebagai ibahan ianalisis idata. Formulasi 

pengecekan data  mengaplikasikan kredibilitas 

dan konfirmabilitas. Hasil riset mendeterminasika

n bahwa pendidikan multikultural memiliki peran 

sentral dalam memanifestasikan karakter meneri

ma perbedaan (difference) dalam keberagaman di 

madrasah. Multicultural education  memberikan 

ekses konstruktif dalam membentuk perilaku 

saling menghargai, saling menghormati perbedaa

n serta kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatu

an Republik Indonesia. 
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PENDAHULUAN  
Kebhinekaan merupakan partikularitas bangsa Indonesia. Fakta tersebut 

dibuktikan dengan teridentifikasinya 200 lebih model bahasa daerah, 300 suku 
bangsa serta ribuan corak kebudayaan dan adat istiadat. 1  Toleransi dan 
transparansi tentunya sangat dibutuhkan dalam memanifestasikan kerukunan  
 dan kedamaian dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Konteks 
kemajemukan (heterogenitas) tersebut merupakan resistensi tersendiri sebagai 
divergensi dengan bangsa lain. Pluralitas tersebut diformulasikan oleh pioner 
bangsa yang termaktub dalam konklusi Pancasila dan UUD 1945 sebagai 
landasan yuridis formal. Corak keragaman tersebut direpresentasikan dalam 
slogan “ Bhinneka Tunggal Ika “ dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. 
Semboyan tersebut merupakan bukti konkrit Negara Indonesia secara sosial-
kultural merupakan komunitas plural yang ideal. Istilah multikultural telah 
terpatri sebagai partikularitas bangsa Indonesia. Secara elementer multikultural 
didefinisikan sebagai kemajemukan atau keanekaragaman. Multikultural 
tumbuh berkembang menjadi suatu persepsi multikulturalisme yang 
diimplementasikan secara masif oleh publik. Konsep tersebut dipahami sebagai 
prosedur mengelola kemajemukan bangsa dengan intensi sinkronisasi kultur 
dan mencegah  konflik antar budaya.2 

Kemajemukan dan kebhinekaan tersebut pada akhir-akhir ini diuji. 
Fenomena intoleransi dan disintegrasi bangsa menyeruak melalui media cetak 
dan elektronik. Konflik dan kerusuhan di beberapa daerah menghiasi 
pemberitaan diberbagai media. Isu maupun rumor SARA, HAM, terorisme, 
radikalisme dan aksi kekerasan menjadi informasi sentral dari beberapa topik 
utama berita. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya problem akut yang 
memerlukan respons eksklusif . Tindakan preventif dan prosedur terstruktur 
serta dukungan semua pihak (stake holder) terkait sangat diperlukan dalam 
upaya penanggulangan kasus tersebut. Sinkronisasi antar kultur pada masa 
globalisasi merupakan bentuk intimidasi serta ancaman nyata bagi peserta 
didik sebagai generasi bangsa. Tindakan konkrit terhadap fenomena tersebut 
ialah diperlukan suatu formulasi rekognisi beragam. Kompetensi universal 
diperlukan sehingga setiap individu kapabel bersaing dalam rivalitas global. 
Mindset cinta dan bangga kebudayaan sendiri hendaknya diinternalisasikan 
sejak dini sehingga prestise dan jati diri bangsa terpelihara dengan baik.  

Multicultural education merupakan opsi substansial sebagai keniscayaan 
ditengah komunitas plural. Konteks tersebut pada hakikatnya disandarkan 
pada persepsi bahwa setiap individu memiliki personalitas, histori, rekognisi 
kehidupan serta kecenderungan intelektual divergen.3 UNESCO sebagai badan 
khusus PBB yang fokus pada pendidikan, keilmuan dan kebudayaan dunia 
merilis empat pilar pendidikan. Pertama, belajar untuk mencari tahu (Learning 
to Know) Kedua, belajar untuk berkreasi dan melakukan (Learning to Do) Ketiga, 
belajar untuk menjadi pribadi (Learning to Be) Keempat, belajar untuk hidup 
berdampingan dalam kedamaian (Learning to Live Together and Peace). 
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 Sementara itu orientasi pendidikan nasional di Indonesia tidak hanya 
cukup dengan implementasi empat pilar tersebut. Terdapat penambahan 
satu pilar sebagai representasi budaya dan nilai luhur bangsa yang 
berfalsafah Pancasila. Pilar tersebut adalah belajar untuk memperkuat 
keimanan, ketaqwaan dan behavioral attitude (akhlak mulia).4 Pilar keempat 
(learning to live together and peace) dan pilar kelima merupakan aspek krusial 
dalam pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia.  Memformat 
mindset harmonisasi dengan hidup berdampingan secara damai dan 
resistensi akhlak mulia merupakan asas sentral bangsa. Adapun beberapa 
perspektif yang perlu dihindari sebagai ikhtiar merawat kebhinekaan dalam 
konteks ke-Indonesiaan dideterminasikan sebagai berikut. Pertama, persepsi 
rasial yang eksesif (berlebihan) atau primordialisme. Kedua, perspektif 
cenderung menyepelekan kultur suatu komunitas sehingga mengunggulkan 
buda sendiri (etnosentrisme). Ketiga, perilaku membedakan personal berdasar 
faksi, genus, ras, status ekonomi, suku bangsa, agama serta elemen budaya 
yang lain (diskriminatif). Keempat, persepsi perihal sifat general suatu 
komunitas berasas praduga (stereotip). 

 
METODE PENELITIAN 

Qualitative approach idengan ijenis penelitian case study merupakan 
preferensi penelitian. In depthiinterview (wawancara mendalam),ideepiobservati
on (observasi mendalam) sertaistudi dokumentasi merupakan hierarki teknik 
pengumpulan data.iIndividual icase diaplikasikan sebagai ibahan ianalisis idata. 
Formulasi pengecekan data  mengaplikasikan kredibilitas dan konfirmabilitas. 

 
PEMBAHASAN 
Konsep Pendidikan Multikultural 

Edukasi merupakan instrumen sentral internalisasi domain multibudaya 
dan kebhinekaan kepada peserta didik. Persepsi tersebut terkonstruk karena 
pendidikan memiliki kapasitas sentral dalam pembentukan karakter peserta 
didik. Pendidikan juga mempunyai kapabilitas sebagai mediator (guiding light) 
bagi setiap personal anak bangsa. Pendidikan multikultural pada konteks ini 
diharapkan berfungsi sebagai instrumen pembangunan umat sehingga perlu 
dikembangkannya dogma pluralis dengan konsep komprehensif. Konsepsi 
tersebut diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada aspek prosedur berpikir 
bahwa agama hanya sebagai rambu pengingat. Internalisasi kesadaran bahwa 
kemajemukan dan keberagaman dalam kehidupan adalah anugerah juga perlu 
direalisasikan. Mindset kesadaran bahwa moralitas dan platform dapat 
dilahirkan melalui formasi kultur atau bahkan ideologi agama lain.5  

Esensi pendidikan secara substansial adalah usaha normatif untuk 
mengembangkan fitrah manusia melalui konsep dasar pendidikan. Nilai 
instrinsik merupakan landasan pendidikan dalam memelihara aspek-aspek 
yang berafiliasi dengan alterasi tingkah laku dan perbaikan moral anak didik. 
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Pendidikan pada gilirannya menjadi komponen sentral dalam kehidupan. 
Pendidikan merupakan merupakan landasan alternatif untuk menemukan 
makna substansial pendidikan. Esensi pendidikan pada hakikatnya adalah 
sebuah tatanan dasar dalam dunia pendidikan yang mencakup nilai dan 
intisari pendidikan sebagai edukasi berbasis moral. 6  Menurut Ki Hajar 
Dewantara, pendidikan merupakan petisi atapun syarat dalam tumbuh 
kembangnya anak-anak.7 bahwa Proses pengaktualisasian diri (self actualization) 
dalam menemukan substansi pendidikan yang sebenarnya. Tercapainya 
aktualisasi diri sebagai pribadi Muslim yang utuh ditandai dengan semakin 
tampaknya pencarian jati diri (identity personal) dalam konteks ikhtiar 
pendekatan kepada Tuhan.8  

Pendidikan dipahami sebagai proses pendewasaan sosial menuju tatanan 
ideal. Ihwal tersebut berorientasi merawat dan memberdayakan fitrah manusia, 
baik itu menyangkut potensi maupun kapasitas serta kemampuan insani 
menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.9 Pendapat Mortimor 
J. Adler dalam bukunya Philosophy of Education, pendidikan adalah proses 
dengan segenap potensi manusia (bakat dan minat) yang dapat dipengaruhi 
oleh pembiasaan dan disempurnakan dengan kebiasaan kebiasaan produktif. P
revalensi tersebut melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh 
siapa pun demi membantu orang lain dan dirinya sendiri mencapai tujuan 
pendidikan yang sebenarnya. 10   John Dewey pernah mengatakan bahwa 
education is the process withbout end. 11 (Pendidikan  adalah proses tanpa akhir) 
atau istilah yang lebih popular dikenal dengan long life education. Begitulah 
sebenarnya fungsi pendidikan yang berlangsung secara berkesinambungan 
tanpa terputus-putus oleh waktu dan tempat. Pendidikan merupakan hierarki 
dalam usaha memberikan manusia segala bentuk kondisi dan keadaan yang 
berorientasi pada pemberdayakan potensi diri. Pendidikan seumur hidup 
didefinisikan bahwa pendidikan merupakan elemen kehidupan. Pendidikan 
merupakan kehidupan, sehingga pengalaman belajar dapat diselenggarakan 
pada segala macam lingkungan dan dilaksanakan sepanjang hayat.12 

Pendidikan dalam perspektif Islam berpedoman pada dua macam basis 
utama yakni Al Qur’an dan Hadits. Kedua sumber hukum Islam tersebut 
didalamnya menjelaskan tentang kata tarbiyah , ta‟lim maupun ta‟dib. Kata-kata 
tersebut memiliki makna yang berafiliasi dengan pendidikan.13 Prof. Dr. Omar 
Muhammad al Touny al-Syaebani menyatakan bahwa pendidikan Islam ialah 
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segala ikhtiar merubah watak, karakter masing-masing individu dalam 
kehidupan diriya atau kehidupan di masyarakat. 

Istilah multicultural memiliki analogi dengan kata plurality and divercity 
yang bermakna keragaman. Pendidikan multikultural di Indonesia 
disandarkan pada khazanah tradisi dan budaya luhur bangsa. Multikultural 
lebih populer dengan ideologi keberagaman terhadap tradisi yang dilestarikan 
populasi tertentu. Esensi multikulturalisme ialah legalisasi terhadap prestise 
personal yang bersosialisasi dengan masyarakatnya dengan spesifikasi tradisi 
dan budayanya. Setiap pribadi diposisikan secara adil dan terhormat serta 
bertanggung jawab untuk bersosialisasi dan hidup dalam masyarakatnya. 
Sementara itu Zakiyuddin Baidhawy merepresentasikan multikultural sebagai 
fakta keberagaman budaya yang tumbuh dan dilestarikan suatu komunitas, 
struktur pemerintahan, struktur ekonomi, tatanan keagamaan, kaum terpelajar 
maupun pranata tertentu.  

Kata multikultural dalam konteks Negara Indonesia memiliki 
harmonisasi dengan istilah kebhinekaan yang bermakna perbedaan. Istilah 
Bhineka berakar dari bahasa sansekerta yang termaktub dalam kitab Sutasoma 
karya Mpu Tantular. Formulasi Bhineka Tunggal Ika dideskripsikan dengan 
keberagaman dengan perspektif global. Mpu Tantular menginterpretasikan 
bahwa keberagaman, kebhinekaan maupun pluralitas hanya terfokus pada 
fakta materi-biotik. Interpretasi dimensi keesaan (unity) yang artistik maka 
aspek materi-biotik hendaknya dideterminasikan dengan intensi ditemukannya 
realitas bermakna yang harmoni dan artistik. 14  Menurut Ambarudin, 
pendidikan multikultural merupakan sistem edukasi yang terformat pada 
aktivitas pembelajaran yang memberikan prestise disimilaritas (perbedaan) 
merupakan ihwal lumrah.15 Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hujurat ayat 13 
: 

 
 
 
 

   
    

   
    

      
      

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal 
(QS. Al-Hujurat : 13) 
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Berdasar deskripsi tersebut dimensi pendidikan multikultural dalam 
konteks ini didefinisikan oleh beberapa pakar sebagai berikut : 
a. Menurut Banks, konsep pendidikan multikultural bermakna edukasi yang 

mendistribusikan peluang yang sama kepada peserta didik (equal right) 
tanpa memandang genus, status sosial, etnik, kelompok atau spesifikasi 
tradisi lain dalam aktivitas belajar di sekolah.16  

b. Ainurrofiq Dawam menginterpretasikan pendidikan multikultural sebagai 
prosedur ekspansi segenap kemampuan personal bernilai pluralitas dan 
kebinekaan sebagai ekses heterogenitas adat istiadat, kesukuan, fikrah 
maupun dogma.17 

c. Muhaemin el Ma’hady mendefinisikan pendidikan multikultural merupakan 
edukasi dengan perspektif keragaman tradisi sebagai reaksi transformasi 
demografis dan nilai domain publik tertentu bahkan mayapada secara 
komprehensif.18 

d. H.A.R Tilaar menyatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan teks 
lintas batas yang mendeskripsikan persoalan perspektif keadilan sosial, 
permufakatan dan hak prinsipil personal, fenomena politik, integritas, 
edukasi dan agama.19 

e. Pendidikan multikultural menurut Zubaedi adalah sebuah aktivitas 
reaktualisasi yang mengonversikan segenap dimensi edukasi termasuk 
merenovasi kualitas prinsip pendidikan, kaidah prosedur, kurikulum, entitas 
pengajaran, komposisi organisasi dan strategi pemerintah yang 
merepresentasikan kebinekaan budaya sebagai fakta masyarakat Indonesia. 

Pandangan lain juga disampaikan oleh Gorsky dan Covert yang 
mendefinisikan pendidikan multikultural dengan identitas berikut : 
a. Peserta didik memiliki peluang dan hak yang sama (equal right) untuk 

mengembangkan kapasitas pribadinya. 
b. Mengkonstruksi peserta didik untuk berkontribusi secara profesional 

dalam komunitas interkultur. 
c. Mengembangkan mindset untuk tidak memandang motif kultur yang 

divergen 
d. Lembaga pendidikan seyogyanya berperan aktif dalam memberikan 

pengalaman siswa serta memutus mata rantai despotisme (penindasan). 
e. Proses pendidikan  berpusat pada peserta didik dan reseptif terhadap 

proposisi.20 
 

Prinsip Pendidikan Multikultural 

Pendidikan multikultural dimanifestasikan sebagai aktivitas restorasi 
(pembaharuan) dan prosedur untuk memanifestasikan domain edukasi yang 
proporsional bagi keseluruhan peserta didik. Prinsip-prinsip pendidikan 
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multikultural meliputi (1) aktivitas politik dengan intensi mengkonfirmasi 
keadilan sosial bagi segenap kelompok masyarakat tanpa melihat motif dan 
latar belakangnya. (2) pembelajaran dan kelembagaan merupakan dua 
komponen sentral yang saling berafiliasi dan tidak terpisahkan, sehingga perlu 
ditanggulangi melalui restorasi yang ekstensif. (3) fokus terhadap pembaharua
n pendidikan secara menyeluruh yang diperoleh dari kajian perseptif atas 
teknik prosedur otoritas dan prerogatif dengan orientasi reaktualiasi pendidika
n. (4) menyuplai garansi atau jaminan  peserta didik agar memperoleh peluang 
untuk mendapatkan performa terbaik berdasar kapasitas yang dimiliki. (5) 
model pendidikan yang efektif dan efisien memformat peserta didik tanpa 
melihat latar belakangnya. 21  Yusuf al-Qardhawi mendeskripsikan bahwa 
orientasi pendidikan multikultural ialah mengangkat kualifikasi atau 
kompetensi personal sehingga kapabel memanifestasikan nilai-nilai 
kemanusiaan yang berkarakter universal. Dimensi tersebut mencakup nilai 
kesetaraan (ekuivalensi), toleransi, pluralisme serta demokrasi. 

Menurut Gorsky, tujuan dan prinsip pendidikan multikutural mencakup 
beberapa dimensi. (1) setiap peserta didik memiliki peluang (probabilitas) yang 
sama pada aspek kompetensi dan performanya. (2) asumsi belajar dan berfikir 
kritis (critical thinking) bagi peserta didik. (3) peserta didik berperan aktif dalam 
aktivitas pembelajaran dengan memberikan pengalaman-pengalaman belajar 
yang lebih komprehensif. (4) memfasilitasi ragam belajar peserta didik. (5) 
komplimen serta apresiasi terhadap partisipasi dari setiap komunitas yang 
divergen. (6) mengelaborasi mindset positif terhadap komunitas yang memiliki 
lingkungan yang berbeda. (7) pengembangan persepsi warga Negara yang taat 
dan patuh terhadap sistem yang berlaku di sekolah ataupun di masyarakat. (8) 
pembiasaan diri mengevaluasi rekognisi dari sudut pandang lain. (9) intensi 
pengembangan identitas etnik, nasional maupun global. (10) pengembangan 
kompetensi dan kapabilitas individu dalam penentuan sikap dan kajian kritis. 
Selanjutnya prinsip pendidikan multikultural menurut Gorsky dijabarkan 
sebagai berikut. (a) transparansi dalam penentuan materi pelajaran  berdasar 
konteks kultur peserta didik. Transparansi tersebut mengintegrasikan persepsi 
yang berbeda dan berlawanan. (b) komposisi materi pelajaran yang ditetapkan 
berisi disparitas dan persamaan dalam lintas komunitas. (c) penetapan 
substansi pelajaran berdasar pada waktu dan tempat.  

Prinsip pendidikan multikultural pada tahap implementasi menurut 
Ismail Fuad mencakup beberapa komponen. Pertama, kapabel mempromosikan 
model kurikulum yang mendeskripsikan opini dan ideologi publik. Kedua, 
berpedoman pada proposisi bahwa tidak ada interpretasi tersendiri terhadap 
aktualitas sejarah. Ketiga, kurikulum diperoleh berdasar pada aksentuasi kajian 
komparatif dengan perspektif kultur yang berbeda. Keempat, kompeten 
memberikan kontribusi terhadap kaidah sentral yakni memusnahkan ideologi 
klise ihwal suku, adat istiadat dan agama.  

Sementara itu Tilaar mendeskripsikan tiga kaidah sentral pendidikan 
multikultural. Pertama, berasas aspek pedagogik ekualitas manusia. Kedua, 
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intensi sentral ialah memanifestasikan insan indonesia kompeten serta 
membentuk personal yang kapabel memahami sans, ilmu pengetahuan dan 
technology. Ketiga, Menghindari phobia terhadap globalisasi dengan 
internalisasi sikap percaya diri sebagai bangsa yang berorientasi pada nilai dan 
kaidah yang baik atau buruk. 22  Selanjutnya Tilaar mengemukakan bahwa 
konstruksi pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan beberapa aspek 
pendukung. (1) personalitas tradisi lokal dan hak atas budaya (right to culture). 
Pendidikan multikultural diorientasikan kapabel memanifestasikan civil cociety 
(komunitas madani) ditengah arus budaya universal. (2) aspek kultur Indonesia-
yang-menjadi merupakan pedoman bagi setiap personal dan tiap ciri budaya 
mikro Indonesia. Pendidikan multikulltural sebagai formasi aktual prosedur 
pendidikan di Indonesia memerlukan formulasi tentang orientasi pendidikan 
yang dikonstruk kepada proteksi dan pengembangan persepsi nation state yakni 
khazanah kultur yang berasal dari suku bangsa yang dibingkai dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. (3) persepsi pendidikan multikultural normatif 
dengan orientasi memanifestasikan kebhinekaan yang dimiliki suatu negara. 
Akan tetapi konsepsi tersebut bukanlah klaim dengan mengabaikan corak adat 
istiadat setempat. Paradigma tersebut memberikan resistensi personalitas suku 
sehingga kapabel memanifestasikan kebudayaan Indonesia sebagai milik 
segenap warga Negara Indonesia. (4) pendidikan multikultural sebagai 
paradigma rekonstruksi sosial. Konsep tersebut bermakna sebagai ikhtiar 
memprediksi ulang aktivitas sosial aktual. Sehingga pendidikan multikultural 
tidak mengenal ortodoksi sosial-budaya termasuk dogma, karena setiap 
populasi memahami dan menghargai setiap disparitas. Sehingga istilah 
xenophobia tidak dikenal dalam konsep pendidikan multikultural. Xenophobia  
merupakan ketakutan ekstrem atau ketidaksukaan terhadap orang asing, adat 
istiadat, agama dan lain-lain. (4) diperlukan konteks pedagogik aktual dalam 
konsep pendidikan multikultural Indonesia. Stigma tersebut diperlukan karena 
kultur budaya Indonesia memmbutuhkan konsep pendidikan dengan hati 
(eduacation with heart) dengan intensi prinsip persatuan dan kesatuan bangsa 
yang pluralistik. Aspek pedagogik yang diperlukan ialah pedagogik 
pemberayaan dan pedagogik ekuivalensi manusia dalam keberagaman kultur. 
23 (5) berorientasi memanifestasikan visi masa depan dan etika berbangsa yang 
termaktub dalam TAP/MPR RI tahun 2001 nomor VI dan VII.24 

 
Spesifikasi Pendidikan Multikultural 

Buku Islamic Multicultural Education yang ditulis Mundzier Suparta 
menegaskan beberapa definisi pendidikan multikultural. Pertama, merupakan 
filosofi yang menitikberatkan substansi sentral terhadap legalitas kebhinekaan 
suku bangsa dan budaya dalam memformat aktivitas pribadi, komunitas 
ataupun bangsa. Kedua, meligitimasi suatu ideologi pluralisme budaya melalui 
organisasi pendidikan yang disandarkan pada dogma equality, saling 
menerima, memahami, menghormati serta komitmen integritas dalam 
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memanifestasikan keadilan sosial. Ketiga, pendekatan pembelajaran yang 
disandarkan prinsip demokrasi yang memotivasi berkembangnya kebhinekaan 
budaya yang komprehensif. Equality pendidikan serta menghilangkan segala 
bentuk eksploitasi dengan improvement kurikulum. Keempat, reformasi 
pendidikan secara ekstensif yang dimulai dari tingkat dasar. Objeknya ialah 
segenap peserta didik agar mampu berafiliasi antar individu dikelas dengan 
menginternalisasikan asas demokrasi keadilan sosial. Orientasinya ialah agar 
setiap personal kapabel melawan motif segregasi yang menindas. Pendidikan 
multikultural perseptif memiliki beberapa spesifikasi. Pertama, menghargai 
kultur peserta didik. Kedua, menolak adanya dominasi (hegemoni).  

Ketiga, adanya proses refleksi terhadap aktivitas pengajaran (pedagogi). 
Keempat, mengkonstruksi dan membangun rasa kapasitas pribadi. Kelima, 
memotivasi independensi dalam menganalisis fenomena polemis. Keenam, 
prospektif terhadap alterasi masa depan, keadilan dan paralelisme dari segenap 
anggota sosial budaya. 25 Pendidikan multikultural pada hakikatnya memiliki 
karakteristik sebagai berikut : 1) berorientasi memanifestasikan personal dan 
komunitas berbudaya. 2) entitas mengajarkan harkat kemanusiaan, kualitas 
kehidupan bernegara dan nilai komunitas adat istiadat. 3) memformat suatu 
desain pembelajaran demokratis yang menghormati substansi disparitas dan 
kebhinekaan kultur bangsa dan komunitas etnik. 4) evaluasi didasarkan pada 
karakteristik peserta didik yang mencakup rekognisi, persepsi dan respons 
terhadap adat istiadat yang lain. 

Sementara itu Laurence A. Blum mengemukakan bahwa multikulturalisme 
memiliki tiga karakteristik sentral. Pertama, mengisbatkan jati diri budaya 
personal dengan cara mengkaji dan mengevaluasi aset budaya personal 
tersebut. Kedua, menghargai dan berkehendak mengasosiasikan dan 
melakukan studi terhadap kebudayaan lainnya. Ketiga, mengevaluasi dan 
harmonisasi terhadap perbedaan (divergensi) sebagai realitas hidup yang 
dinyatakan efektif, harus dipertahankan dan dilestarikan. 

Konteks pendidikan multikultural menurut James Banks mempunyai 
beberapa komponen yang saling berafiliasi. Pertama, mengintegrasikan 
berbagai kultur dan komunitas untuk merepresentasikan konsepsi dasar, 
generalisasi dan filosofi dalam bidang kajian (content integration). Kedua, 
mengantarkan peserta didik menginterpretasikan ekses budaya dalam setiap 
disiplin ilmu (the knowledge  contruction process). Ketiga, harmonisasi teknik 
pembelajaran dengan kaidah belajar peserta didik sebagai upaya memberikan 
kontribusi terhadap performa akademik peserta didik beragam dari aspek suku 
bangsa, genus, kultur maupun status sosial (an equity  paedagogy). Keempat, 
identifikasi partikularitas peserta didik serta memilih kaidah pembelajarannya. 
Intensi hal tersebut ialah agar komunitas berkontribusi terhadap aktivitas 
pembelajaran serta mampu bersosialisasi dengan segenap warga sekolah 
dengan spesifikasi yang berbeda (prejudice reduction). 26 
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Pendidikan Multikultural Predisposisi Nusantara 
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55 ayat 1 

mendeskripsikan tentang parameter pendidikan karakter. Disebutkan dalam 
pasal tersebut bahwa “ masyarakat pada pendidikan formal dan informal sesuai 
dengan spesifikasi agama, domain sosial dan budaya untuk interes publik”. 27 Berdasar 
deskripsi tersebut motivasi yang ingin dibangun adalah mindset 
memprioritaskan relevansi pendidikan level nasional yang pluralistik.28 Bab I 
pasal 1 ayat 16 menjelaskan, “ pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara
an pendidikan yang berasas kekhasan agama, sosial budaya, aspirasi dan potensi 
masyarakat sebagai manifestasi pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. 29 

Selanjutnya pada bab III pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa “ pendidikan 
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskrimatif dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai religious, nilai kebudayaan, dan 
kemajemukan bangsa.30 Dijelaskan pula pada bab IV pasal 11 ayat 1, “ pemerintah 
dan pemerintah daerah berkewajiban layanan dan kemudahan, serta menjamin 
terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara tanpa 
diskriminasi.31  Makna kalimat tanpa diskriminasi mengindikasikan melegalkan 
dan memufakati istilah pluralitas. Akan tetapi diskriminatif tidaklah bermakna 
serba sama. 

Konteks pendidikan multikultural juga direpresentasikan pada bab VIII 
pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan, “ kurikulum disusun berdasar jenjang 
pendidikan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 
memperhatikan (1) peningkatan iman dan taqwa (2) peningkatan akhlak mulia 
(3) peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik (4) keragaman 
potensi daerah dan lingkungan (5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional 
(6) tuntutan dunia kerja (7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni (8) dinamika perkembangan global (9) persatuan nasional dan nilai-nilai 
kebangsaan”. 
   Terdapat tiga aspek sentral yang dapat dilakukan sebagai ikhtiar membatasi 
beragam intimidasi heterogenitas bangsa menurut Gus Dur. Pertama, 
konkretisasi kaidah hukum secara eksplisit terhadap aktor kekerasan serta 
pemaksaan kehendak dengan simbol agama. Kedua, memberikan motivasi 
terhadap organisasi dan komunitas keagamaan agar mendahulukan dialog dan 
kolaborasi pada aspek sosial dan kebudayaan. Orientasi stigma tersebut adalah 
terkonstruksinya sikap toleransi sehingga dapat dikembangkan 
secara komprehensif. Ketiga, kaidah kaidah toleransi hendaknya diinternalisasi
kan sejak awal dan diimplementasikan secara kontinuitas mulai jenjang 
pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.32 Potret budaya Indonesia yang 
plural memberikan petisi terkonstruknya prinsip permisif dalam tiap 
komunitas publik. Prinsip toleran tersebut hendaknya dimanifestasikan oleh 
segenap komponen dan konstituen masyarakat. Orientasi implementasi sikap 
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tersebut ialah terkonstruksinya komunitas yang solid dengan karakteristik 
plural yang kaya inspirasi aktual. 
         Indonesia sebagai Negara yang menyandang  predikat plural society 
mempunyai aktiva kebhinekaan kultur yang beragam. Keanekaragaman 
tersebut seyogyanya dipelihara dan dilestarikan untuk menunjang kemajuan 
bangsa.  
     Pendidikan multikultural diharapkan kapabel dalam menjawab transfigurasi 
zaman ditengah masyarakat plural. Diperlukan transformasi elementer dalam 
memanifestasikan kesadaran maupun mindset multikulturalisme sebagai 
simbol nasional. Partikularitas tersebut berasas pada apresiasi terhadap 
kebhinekaan dan keberagaman masyarakatnya. 33 
 K.H Hasyim Muzadi secara spesifik mengungkapkan gagasan pokok 
pendidikan multikultural dengan konsep Islam rahmatan lil „alamin perspektif 
global. Pertama, mengaplikasikan konsepsi moderat (tawassuth) dan tegak 
(„itidal). Konsep tersebut dimanifestasikan dengan toleransi (tasamuh), seimbang 
(tawazun), dialog (tasyawur). Kedua, tabayyun serta penyeimbang terhadap 
maraknya persepsi Islamofobia di dunia barat. Ketiga, konsolidasi serta ikhtiar 
pembangunan infrastruktur dan partisipasi agama untuk keadilan serta 
rekonsiliasi dunia. Keempat, dasar nilai dan pendekatan yang bermakna 
rekonsiliasi dunia bukan hanya hajat mengkonstruksi kesadaran bersama, 
karena stabilitas keamanan tidak akan terjadi tanpa ada garansi ketenteraman 
masyarakat. 34  Adapun pendidikan multikultural perspektif Islam bermakna 
memprioritaskan pendekatan tawassuth dalam persepsi kemajemukan. 
Terdapat tiga pilar sentral dalam konsepsi pendekatan tersebut. (1) pemikiran 
(thinking)  (2) gerakan (movement)  dan (3) perbuatan (action).  Pemikiran 
didefinisikan sebagai mindset moderat hendaknya kapabel mengombinasikan 
aspek teks dan konteks melalui proses dialog. Moderasi dengan motif gerakan 
bermakna bentuk ikhtiar dalam merepresentasikan kebaikan serta mencegah 
kemudharatan yang berupa intimidasi dan represi. Pada konteks ini persepsi 
truth clain (menganggap benar sendiri) dilarang dan tidak dianjurkan. 
Sedangkan moderat dalam konteks perbuatan dimaksudkan dengan suatu 
perspektif yang resisten dan masif terhadap tradisi dan kultur yang berlaku 
dan berkembang di masyarakat. Konsepsi tersebut pada hakikatnya telah 
diimplentasikan oleh para Wali Songo sebagai penyebar Islam nusantara. 
 
HASIL PENELITIAN 

 Pendidikan Multikultural dalam konteks pendidikan di Indonesia 
memiliki harmonisasi dengan sejarah, tradisi dan kultur Nusantara. Argumenta
si tersebut memperkuat konsep “ Bhinneka Tunggal Ika “ yang termaktub 
dalam Kitab Sutasoma Karya Mpu Tantular pada era Majapahit. Secara tidak 
langsung konsep tersebut telah dimanifestasikan secara turun temurun oleh 
nenek moyang kita yang telah mengajarkan “ unity in defference “ (persatuan 
dalam perbedaan). Pendidikan multikultural memiliki peran sentral dalam 
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memanifestasikan mindset respect, mengakui dan menerima perbedaan. 
Multicultural Education memberikan ekses konstruktif dalam membentuk 
perilaku saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan kebhinekaan 
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

KESIMPULAN  

      Implementasi pendidikan multikultural predisposisi khazanah nusantara 
pada konteks madrasah seyogyanya mencakup lima hal utama. Pertama, strategi 
pengembangan perilaku dan karakter. Kedua, menghargai difference (perbedaan) 
dan kebhinekaan budaya. Ketiga, apresiasi terhadap budaya lain. Keempat, 
konsepsi tersebut memiliki harmonisasi dengan semboyan bangsa Indonesia 
dengan falsafah Pancasila. Kelima, implementasi secara komprehensif konsep 
moderat (tawassuth) , tegak („itidal) dan tabayyun. 
     Pendidikan multikultural memiliki peran sentral dalam memanifestasikan 
karakter mengakui dan menerima perbedaan (difference) dalam keberagaman di 
madrasah. Multicultural education  memberikan ekses konstruktif dalam 
membentuk perilaku saling menghargai, saling menghormati perbedaan serta 
kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
PENELITIAN LANJUTAN 

 Penelitiann ini masih banyak mengalami kendala terutama dalam 
Menggunakan Qualitative approach idengan ijenis penelitian case study di harap 
dalam penelitian selanjutnya lebih dalam menggunakan deep observation. 
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